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ABSTRAK

Nama : H.R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.

Program Studi: Magister Kenotariatan

Judul : Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Di Hadapan PPAT
Oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
K/Pdt/2002.

Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang merupakan
perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama wajib
menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua dan pihak kedua wajib
membayar sejumlah uang yang telah disepakati antara pihak pertama dengan pihak
kedua kepada pihak pertama. Di Indonesia, jual beli hak atas tanah, untuk
mengalihkannya harus dilakukan dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku pembantu daripada Pemerintah. Namun
dalam penulisan tesis dibahas suatu kasus pembatalan Akta Jual Beli yang dibuat
dihadapan PPAT. Dalam kasus ini, penjual (selanjutnya disebut pihak pertama)
didalam akta tersebut tidak setuju menjual tanahnya kepada pembeli (selanjutnya
disebut pihak kedua), tetapi pihak kedua memaksa pihak pertama untuk menjual
tanahnya kepada pihak kedua dengan cara menandatangani Akta Pemyataan didepan
Kapolsek Banjamegara pada tanggal 23 Mei 1984. Maka Camat Banjarnegara
menandatangani Akta Jual Beli yang sebelumnya telah ditandatangani dengan paksa
oleh pihak pertama yang kemudian akta tersebut yang berupa Akta Jual Beli Nomor
58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984. Yang mana dengan dibuatnya Akta Jual
Beli tersebut berarti hak atas tanah dari pihak pertama telah beralih kepada pihak
kedua. Pokok Permasalahan yang akan dibahas pada tesis ini adalah Apakah kriteria
suatu akta yang dapat dinyatakan batal demi hukum menurut Putusan P engadilan,
khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006; Bagaimanakah tanggung jawab PPAT
terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam
pembuatannya? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan yang bersifat evaluatif yang menitik beratkan pada
penelitian kepustakaan. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengadili kasus ini

menitik beratkan pada pengertian tentang syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian
menurut KUHperdata.
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ABSTRACT

Name : H.R. Erwinsyah Sulistiarto, S.H.
Study Programme : Master of Notary
Title : Annulment of Sell and Purchase Deed Made Before The

PPAT By The Supreme Court Decission of Republic
Indonesian (Analisys The Supreme Court Decission of
Republic Indonesian Number 2806 K/PDT/2002.

Sales and Purchase Land is law activity that performed by party, by which first party
must delivered his right owner of his land to the second party and the second party
must paid up the price consensus amongst them. In Indonesian, sales and Purchase
Land, that to transfer the right must performed before Land Register Public Officer
or PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) as government official representatives.
However, in this Theses will overview a Cancelation of a Land Registration Deed
Cases that made before PPAT. In this cases, Seller (here in after referred to as First ~
Party) that drawn up in the deed is disagree his land to the Buyer (here in after
referred to as Second Party), but the Second Party insisted the First party to sold out . .
his land to the Second Party by means to signed in a statement Deed before Chief
Officer Police of Banjarnegara May 23 1984. Therefore, Camat Banjarnegara signed
in previous Sales and Purchase Deed that signed in forced by first party with number
of deed 58/V/PPAT/1984 dated on May 28 1984. By already made of the said deed
means the authority of first party has already transfer to the second party. The
objective of this case is what is the criteria of cancel By The Law according to court
resolution? Especially in Supreme Court Resolution of Republik Indonesia Number
2806 K/PDT/2002 dated on January 23, 2006; How PPAT response to the said deed
that clarified Cancel By The Law caused of law incapable? Research Methods
applied are Juridis normarmative by evaluative that focusing Bibliograph Research.

the Supreme Court Judge Council in judging this case focused on the qualification
obliged for the validity of an agreement according to the Indonesian Civil Code.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Di Indonesia, banyak sekali masyarakat yang ingin memiliki tanah. Yang
mana tanah-tanah tersebut digunakan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan juga
sebagai investasi untuk masa depan. Untuk memperoleh tanah yang diinginkan
tersebut, adapun caranya adalah diantaranya-dengan jual beli. Jual beli merupakan
salah satu perbuatan hukum. Istilah jual beli tersebut mencakup dua perbuatan yang
bertimbal balik; sesuai dengan istilah Belanda “koop en verkoop” yang juga
mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “verkoop” (menjual) dengan yang
lainnya “koop”’ (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli hanya disebut “sale” saja
yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan
“vente” yang jugaberarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai
perkataan “kauf”’ yang berarti pembelian.l

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: “jual beli” adalah

suatu perjanjian yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu

' R. Subekti, Aneka Perjanjian. Cet. 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 1 dan
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barang/benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri/ berjanji
untuk membayar harga yang telah dij anjikan.2

Selanjutnya isi Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian jual
beli dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harga barang tersebut, sekalipun
barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada
prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan
berjalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang diperjual belikan tidak
mengandung atau menimbulkan permasalahan, baik yang terkait dengan benda yang
diperjual belikan secéra fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki
oleh penjual ketika perjanjian itu dibuat. Berjalan lancar dalam arti, baik pihak
penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan
perjanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan
harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain,
ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan
hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.

Di Indonesia, p erangkat hukum yang mengatur tentang tanah ada b eberapa
peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang
Peraturan D asar P okok-Pokok A graria yang lebih d ikenal d engan U ndang-Undang
Pokok Agraria. Di dalam Undang-Undang tersebut, Pasal 19 ayat (1) menyatakan

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran

2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 27,
Edisi Revisi, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), Ps.1457
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tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, Undang-Undang Pokok Agraria
(selanjutnya disebut UUPA)telah memerintahkan kepada pemerintah untuk
melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum hak-hak
atas tanah. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut
PP 24/1997) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP 10/1961) yang dipandang tidak
dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada
pembangunan nasional, sehingga perlu dilai(\;kan penyempurnaan.

Menurut Pasal 1 angka 1 PP 24/1997:

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara
terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan,
pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam
bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-l_)idang tanah yang
sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.

Pendaftaran tanah di Indonesia pada era globalisasi sekarang sangat penting
karena jaminan Kepastian hukum bukan hanya dimaksudkan untuk memastikan

siapa pemilik tanah pada saat itu, akan tetapi termasuk pula perlindungan hukum
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bagi mereka yang akan memperoleh hak atas bidang tanah tersebut pada waktu yang

akan datang.

Menurut Pasal 3 PP 24/1997, tujuan diadakannya pendaftaran tanah adalah:

1.  Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai
pemegang hak yang bersangkutan.

2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk pemerintah® agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang
tanah dan satualhm-satuan rumah susun yang sudah terdafiar.

3. Untuk tertib administrasi pertanahan.

Pendaftaran tanah, menurut Pasal 5 PP 24/1997, diselenggarakan oleh Badan
Pertanahan Nasional. Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut,
menurut Pasal 6 ayat (2) PP 24/1997, Badan Pertanahan Nasional dibantu oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT)dan pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan
Pemerintah ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, misalnya:
pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT Sementara, pembuatan risalah lelang
oleh Pejabat Lelang. Yang mana, menurut penjelasan atas PP 24/1997, akta PPAT
merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran

tanah.
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Menurut Pasal 2 ayat (1) PP 37/1998, Akta tanah yang dibuat PPAT akan
dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah dan perbuatan hukum
yang aktanya dibuat oleh PPAT tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) PP 37/1998, yaitu:
1. Jual Beli
2.  Tukar Menukar
3. Hibah
4. Pemasukan Kedalam Perusahaan (Inbreng)

5. Pembagian Hak Bersama

6. Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai diatas tanah Hak Milik
7. Pemberian Hak Tanggungan

8. Pemberian kuasa membebankan hak tmgg@gm.

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah merupakan Pejabat Umum, sehingga
akta yang dibuat olehnya merupakan akta otentik. Menurut Pasal 1868 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh
Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa
untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, S.H dalam bukunya yang berjudul
Peraturan Jabatan Notaris, pada halaman 55-60, Akta otentik mempunyai tiga macam
kekuatan pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari akta

itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan
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dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat
umum,

2. Kekuatan pembuktian formil, yang maksudnya adalah membuktikan kebenaran
dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan
sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

3. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan para
pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta
itu.

Tentunya sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta-akta
mengenai tanah, harus memiliki kemampuan dan kecakapan khusus dibidang
pertanahan, agar akta-akia yang dibuatnya tidak menimbulkan masalah di kemudian
hari mengingat akta yang dibuatnya adalah akta otentik yang dapat digunakan
sebagai alat bukti.

Sesuai dengan yang telah disebutkan diatas, bahwa PPAT berhak membuat
Akta Jual Beli berkenaan dengan tanah, maka ada suatu permasalahan yang timbul,
yaitu akta yang dibuat oleh PPAT dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah
Agung; hal ini dikarenakan cacat hukum didalam pembuatan Akta Jual Beli tersebut.
Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis akan melakukan penelahahan lebih lanjut
mengenai akta jual beli yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,
dalam hal ini dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806

K/PDT/ 2002 tanggal 23 Januari 2006.
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POKOK PERMASALAHAN

Permasalahan yang timbul dan akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:
Apakah kriteria suatu akta otentik yang dapat dinyatakan batal demi hukum
menurut putusan pengadilan, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006?
Bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan Akta Jual Beli yang
dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia karena terdapat cacat hukum dalam pembuatannya?

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab pokok masalah yang menjadi kajian penulisan tesis ini,

dilakukan penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang bersifat

evaluatif.Penelitian Yuridis normatif meliputi asas-asas hukum dengan pendekatan

evaluatif dalam pengelolaan data yakni data-data yang diperoleh akan dianalisis

secara kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis

Pembatalan Akta PPAT oleh Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006).

Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data

sekunder yakni bahan pustaka hukum, yang meliputi:

1.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan
mengikat pada masyarakat. Dalam tesis ini penulis menggunakan antara lain:
a.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997,Permenag / KBPN Nomor 3 Tahun 1997.
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b.  Peraturan perundang-undangan tentang PPAT yaitu Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1 Tahun 2006.
c.  Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan
bahan hukum primer; dalam tesis ini berupa buku dan artikel.

3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini penulis
menggunakan kamus.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi
kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian hasilnya akan
dipergunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kedudukaﬁ, tugas PPAT, jenis-jenis
akta PPAT, tanggung jawab PPAT dalam ketentuan hukum nasional, bentuk dan
substansi suatu akta otentik, apa sajakah masalah hukum yang ada dalam akta otentik
dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/2002, jenis dan
bentuk kebatalan yang dikenal dalam sistem hukum nasional,schingga dapat
diperoleh suatu kesimpulan bentuk pertanggung jawaban PPAT secara perdata atas
akta otentik yang dibuatnya serta akibat hukum terhadap pihak ketiga atas putusan
Mahkamah Agung RI nomor 2806 K/PDT/ 2002 yang membatalkan akta PPAT.

Dengan demikian hasil penelitian akan berbentuk deskriptif evaluatif analisis.
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D. SISTEMATIKA PENULISAN

Ruang lingkup penulisan ini dilakukan dengan pembabakan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, yang terdiri dari:
1. Latar Belakang Masalah
2.  Pokok Permasalahan
3.  Metode penelitian.
4.  Sistematika penulisan yang memuat rencana sistematika

penulisan tesis.

BABII Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT Oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia (Analisa Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2806 K/PDT/2002).

Bab ini terdiri dari 7 sub bab, yaitu:

[
.

Teori tentang perjanjian yang memuat perjanjian pada umumnya

dan asas-asas umum dalam hukum perjanjian.

2.  Pengertian Jual Beli yang memuat tentang pengertian jual beli,
dan pengertian jual beli tanah menurut hukum di Indonesia.

3.  Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang memuat tentang
kewajiban penjual dan penyerahan benda yang dijual.

4.  Peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang memuat tentang

pengertian hak atas tanah, peralihan hak atas tanah melalui jual

beli, dan syarat-syarat jual beli.
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BAB Il

5. Tinjauan umum tentang pejabat pembuat akta tanah (PPAT)
yang memuat tentang pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah,
Keberadaan PPAT, Tugas PPAT, Jenis-jenis akta PPAT, dan
tanggung jawab PPAT.

6.  Deskripsi Penelitian yang memuat posisi kasus daripada Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

7.  Analisis hukum yang memuat tentang dasar hukum pembatalan
akta otentik dan konsekwensi hukum atas pembatalan akta
PPAT mengenai jual beli, terutama dalam putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 2806 i(/PDT/ZOOZ tanggal 23

Januari 2006.

PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari uraian bab sebelumnya, untuk

kemudian bertitik tolak dari analisis permasalahan, diberikan saran

yang dianggap perlu.

10
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BAB 11
PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT DIHADAPAN PPAT
OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
(ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2806 K/PDT/2002)

A. TENTANG PERJANJIAN

1.  Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan pengertian tentang
perikatan ataupun kontrak dengan pengertian perjanjian. Perikatan atau kontrak
adalah istilah untuk hubungan hukum antara para pihak, sedangkan perjanjian adalah
istilah untuk peristiwa hukum yang melahirkan kontrak tersebut. Berdasarkan Buku
III KUHperdata tentang Perikatan, dikatakan bahwa sumber perikatan adalah
undang-undang ataupun perjanjian.

Hukum Indonesia mengatur perjanjian secara umum didalam KUHperdata
pada Buku ke III. Bab ke II nya mengatur tentang perikatan-perikatan yang
dilahirkan dari perjanjian. Sedangkan untuk perjanjian yang lebih khusus diatur
dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII. Yang perlu diingat adalah keberadaan Buku
ke III yang bersifat terbuka, artinya dimungkinkan adanya jenis-jenis perikatan

selain yang diatur dalam Buku ke III ini.
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Pengertian perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHperdata adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Perjanjian dalam hal ini melahirkan perikatan. Perjanjian
yang dimaksud diatas -adalah perjanjian obligatoir atau perjanjian timbal balik
dimana satu pihak harus melakukan kewajiban dan pihak lain memperoleh hak.
Dalam praktiknya masyarakat memiliki asumsi bahwa suatu perjanjian adalah harus
tertulis dan bertandatangan diatas materai ataupun kertas bersegel serta harus asli.

Perjanjian adalah peristiwa hukum, sedangkan perikatan adalah hubungan
hukumnya, atau dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah satu sumber perikatan,
dikarenakan perjanjian berisi ketentuan-ketentuan yang menimbulkan hak dan
ke;Najiban diantara para pihak, sehingga perjanjian yang sah berlaku 'sébagaimana
layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H “perjanjian” adalah Suatu
hubungan hukum harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau
dianggap berjanji melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan janji itu.’ Kalau menurut Prof. Soebekti, S.H perjanjian adalah suatu
peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.® Sedangkan menurut Kartini Muljadi dan
Gunawan Widjaja, perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum

harta kekayaan. Dengan demikian berarti perjanjian juga akan melahirkan hak dan

? Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian. (Bandung: Sumur Bandung, 1973)
hal. 19.

“op. cit, hal. 5.
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kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak y ang membuat

perjanjian.’®

2.  Asas-asas Umum Dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas umum yang diatur dalam

KUHperdata, yaitu:

a. Asas Konsensunalisme

Asas Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Asas
ini mengandung arti yaitu bahwa 'pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara
lisan antara dua oran‘gA antara atau lebih telah mengikat dan karenanya telah
melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut,
segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan meskipun kesepakatan
tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Dengan demikian, suatu perjanjian
itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang bersifat pokok dan tidak |
diperlukan lagi suatu formalitas. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat
dan berlaku sebagai perikatan bagi para yang berjanji tidak memerlukan formalitas.
Walaupun demikian terhadap asas ini terdapat pengecualian. Pengecualian terhadap
asas konsensualisme ini yaitu ancaman batalnya suatu perjanjian apabila tidak
menuruti atau memenuhi bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku

terhadap perjanjian tertentu.

% Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal, 2.
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Kesepakatan atau c onsensus merupakan langkah awal dari para pihak yang
membuat suatu perjanjian jual beli, maka timbul suatu permasalahan mengenai kapan
terjadinya kesepakatan tersebut. Untuk menentukan kapan kesepakatan atau
consensus itu terjadi secara hukum, telah muncul beberapa teori, antara lain menurut
Munir Fuadi yaitu:

1) Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and acceptance)

Menurut teori ini, pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi
setelah adanya penawaran (offer) dari salah satu pihak dan diikuti dengan
penerimaan penawaran (acceptance) oleh pihak lain dalam kontrak tersebut. Teori ini
diakui secara umum di setiap sistim hukum, sungguhpun pengembangan dari teori ini
i)z;nyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistim hukum Common Law.

2)  Teori Kehendak (Wilstheorie)

Teori Kehendak berusaha untuk menjelaskan jika ada kontroversi antara apa
yang dikehendaki d engan apa yang d inyatakan dalam k ontrak, m aka yang b erlaku
adalah apa yang dikehendaki. Sementara apa yang dinyatakan tersebut dianggap
tidak berlaku. Teori ini menekankan pentingnya kehendak (wil atau intend) dari
pihak yang memberikan janji. Ukuran dari eksistensi, kekuatan berlaku dan substansi
dari suatu kontrak diukur dari kehendak tersebut. Dalam kenyataannya, teori yang
bersifat subjektif ini semakin lama semakin terdesak oleh teori-teori yang
berorientasi kepada hal-hal yang bersifat objektif dan factual.

3)  Teori Pernyataan (verklarings theorie)

Teori pernyataan bersifat objektif dan berseberangan dengan teori kehendak.

Menurut teori ini apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa

14
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yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan itulah yang berlaku karena masyarakat
menghendaki apa yang dinyatakan itu dapat dijadikan pegangan.
4) Teori Pengiriman/Kotak Pos (verzendings/mailbox theorie)

Teori pengiriman menekankan bahwa suatu kata sepakat terbentuk pada saat
dikirimnya suatu jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu
kontrak, karena sejak saat pengiriman tersebut, pengirim jawaban telah kehilangan
kekuasaan atas surat yang dikirimkannya. Hal ini sejalan dengan teori kotak pos
(mail box tl;eorie) yang berlandaskan pada pemikiran bahwa suatu kontrak dianggap
terjadi pada saat penerimaan dimasukkan kedalam kotak pos. Untuk kedua teori
tersebut dalam perkembangan sejarah pemakaiannya dibatasi oleh beberapa
kekecualian yaitu apabila pihak yang menawarkan menentukan dengan pasti kapan
dan dengan cara bagaimana suatu penerimaan tawaran dianggap telah dilakukan atau
telah tidak dilakukan atau jika digunakan media pengiriman berita yang tidak tepat
atau dikirim dengan media yang tepat tetapi tidak sempuma pengirimannya atau jika
pengiriman dilakukan melalui kurir sebagai kuasa pengirim.

5) Teori Pengetahuan (vernemings theorie)

Menurut teori pengetahuan, suatu kata sepakat dianggap telah terbentuk pada saat
orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui oleh pihak
yang menerima tawaran.

6) Teori Penerimaan (ontvangs theorie)
Teori ini lebih konservatif dari pada teori pengetahuan, karena suatu kata sepakat

baru dianggap telah terjadi apabila balasan dari tawaran tersebut telah diterima oleh

pihak yang melakukan tawaran.
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7) Teori Kepercayaan (vertrouwens theorie)
Teori kepercayaan mengajarkan bahwa suatu kata sepakat dianggap terjadi pada
saat adanya pernyataan yang secara objektif dapat dipercaya.
8) Teori Ucapan (uitings theorie)
Menurut teori ini, suatu kesepakatan kehendak terjadi pada saat yang

menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban yang menyatakan bahwa dia

telah menerima tawaran tersebut.
9) Teori Dugaan

Menurut teori dugaan, tercapainya kata sepakat pada saat pihak penerima
tawaran telah mengirimkan surat persejuannnya dan dia secara patut dapat menduga
bahwé pihak yang menawarkan telah mengetahui isi surat tersebut.® y
Dalam praktek teori-teori tersebut diatas hanya bermanfaat ketika terjadi sengketa
yang diakibatkan oleh perjanjian jual beli yang bermasalah.

Dalam KUHperdata ada pasal mengenai consensus dan dapat ditemui dalam
rumusan Pasal 1320 KUHperdata yang berbunyi “Untuk sahnya perjanjian,
diperlukan 4(empat) syarat:

1.  Adanya sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3. Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan.

® Munir Fuadi, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. (Bandung; PT. Citra
Aditya Bakti 2001), hal. 45-49.
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Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang disebut juga sebab
yang halal”.’

Adapun maksud dari masing-masing syarat sahnya perjanjian adalah:
Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah
bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus ada
kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang perjanjian
tersebut. Yang mana kesepakatan itu terjadi dengan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakatan itu terjadinya benar-benar
dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian.
Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang
membuat pexjanjian.. |
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah para pihak
yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah orang-orang yang
cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329
KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat
perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.
Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan
dirinya dalam suatu perjanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk
membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:
a.  Orang-orang yang belum dewasa.

b.  Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

7 op. cit, Pasal 1320.
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c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

3. Suatu hal tertentu yang dapat d iperjanjikan, m aksudnya adalah b ahwa d alam
perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek
perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh
salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang
menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang
dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu barang yang paling
sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabilg suatu obyek perjanjian tidak

| tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.

Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya
adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian tersebut
tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau
dengan ketertiban umum. Menurut Pasal 1337 KUHperdata,”bahwa suatu
sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila

berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

Ke empat syarat sahnya perjanjian tersebut diatas digolongkan menjadi dua

kelompok, yaitu:

1. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke satu dan kedua merupakan unsur subyektif.

2. Dua syarat sahnya perjanjian yang ke tiga dan ke empat merupakan unsur

obyektif,
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Apabila s alah s atu s yarat s ahnya p erjanjian ada yang tidak d ipenuhi, m aka
perjanjian tersebut batal demi hukum maupun dapat dibatalkan karena menyebabkan

terjadinya cacat hukum.

b. Asas Kebebasan Berkontrak:

Merupakan asas yang bersifat universal karena p ara pihak yang melakukan
perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat dan menyetujui klausula-klausula
dari kontrak sesuai dengan maksud dan keinginannya. Asas kebebasan berkontrak
terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHperdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang

membuatnya”.® S emua p erj anji.an disini b erarti p erjanjian apa saja, baik perjanjian

yang telah ada dan telah diatur didalam ketentuan hukum yang berlaku maupun

perjanjian yang akan muncul yang belum diatur dalam undang-undang. Namun

meskipun demikian, terdapat pembatasan pada asas tersebut, yaitu:

1. Bahwa perjanjian itu harus didasarkan dan dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban
umum.

3. Bahwa perjanjian itu tidak merugikan salah satu pihak didalam perjanjian
tersebut.

4. Bahwa perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

8 op. cit, Pasal 1338.

19

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH Ul, 2008



¢.  Asas Kekuatan Mengikat

Pada dasarnya suatu perjanjian hanya mengikat kepada pihak-pihak yang
membuatnya. Asas ini tersimpul pada Pasal 1338 ayat (2) KUHperdata yang
berbunyi:
“Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak
atau karena adanya alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk

itu” 9

B. PENGERTIAN JUAL BELI
1. Pengertian Jual Beli

?engertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata: *jual beli”.adalah
suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan sesuatu kebendaan dan pihak yang lain yang bertindak sebagai pembeli
mengikat diri berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan.'®

Dalam Pasal 1458 KUHPerdata dinyatakan bahwa perjanjian jual beli
dianggap sudah terjadi antara pihak penjual dan pembeli seketika setelah mereka
mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, sekalipun barangnya
belum diserahkan maupun harganya belum dibayar."'

Isi ketentuan dalam Pasal 1457 dan 1458 KUHPerdata tersebut diatas pada

prinsipnya sudah dianggap cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan

% op. cit, Pasal 1338,
19 Ibid, Pasal 1457.

" Ibid, Pasal 1458.
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berjalan lancar. Sederhana dalam arti benda-benda yang diperjual belikan tidak
mengandung atau menimbulkan permasalahan ,baik yang terkait dengan benda yang
diperjual belikan secara fisik maupun status kepemilikan yang sempurna dimiliki
oleh penjual ketika perjanjian itu dibuat. Berjalan lancar dalam arti, baik pihak
penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan
perjanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan
harga dan penjual telah menyerahkan barang yang dijualnya. Dengan kata lain,
ketentuan-ketentuan dalam kedua pasal tersebut diatas telah cukup sebagai landasan
hukum bagi praktik jual beli dalam keseharian yang pada umumnya berlaku singkat.
Di dalam KUHPerdata Pasal 1458 terdapat kata “perjanjian”, yang berarti
bahwa di dalam jual beli han;shada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai

sesuatu yang diperjual belikan tersebut.

2. Pengertian Jual Beli Tanah Menurut Hukum Di Indonesia
Jual beli menurut hukum tanah Nasional dapat diartikan suatu perbuatan
hukum yang berupa penyerahan tanah yang bersangkutan oleh penjual kepada
pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana pihak pembeli menyerahkan
harganya kepada penjual. Sehingga pada saat jual beli hak atas tanah itu langsung
beralih dari penjual kepada pembeli.
Jual beli menurut hukum tanah Nasional adalah perbuatan hukum pemindahan

hak yang mempunyai tiga sifat, yaitu :
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1)  Bersifat terang, maksudnya perbuatan hukum tersebut dilakukan dihadapan
PPAT sehingga b ukan p erbuatan hukum yang gelap atau yang dilakukan
secara sembunyi-sembunyi.

2)  Bersifat tunai, maksudnya bahwa dengan dilakukannnya perbuatan hukum
tersebut, hak atas tanah yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain
yang disertai dengan pembayarannya.

3)  Bersifat riil, maksudnya bahwa akta jual beli tersebut telah ditandatangani
oleh para pihak yang menunjukkan secara nyata atau riil telah dilakukannya
perbuatan hukum jual beli. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah

dilakukannya perbuatan hukum pemindahan hak.

C. AKIBAT HUKUM DARI PERJANJIAN JUAL BELI
1. Kewajiban Penjual
Didalam K UHperdata d iatur k ewajiban-kewajiban p enjual yang timbul d ari
akibat jual beli pada Pasal-Pasal 1473 sampai dengan 1512. Ketentuan yang pertama
dari kewajiban penjual yaitu Pasal 1473 KUHperdata yang berbunyi:
“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan
diri; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian
harus ditafsirkan untuk kerugiannya”.
Penguasaan benda secara aman dan tenteram dapat diartikan bahwa pemilik

atas benda tersebut dapat menguasai dan menikmati benda tersebut secara

sebagaimana digambarkan oleh Pasal 570 KUHperdata sebagai berikut:

2 op. cit, Pasal 1473,
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“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan
leluasa,dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan
sepenuhnya,asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan
umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya
dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak
mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum

berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”."?

Abdul Kadir Muhammad menafsitkan Pasal 570 KUHperdata dengan

pengertian sebagai berikut:

1) Hak milik adalah | hak paling utama, karena pemilik dapat menikmatinya
dengan sepenuhnya dan menguasai sebebas-bebasnya.

2) Dapat menikmati sepenuhnya, artinya pemilik dapat memakai sepuas-puasnya,
dapat memanfaatkan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-
banyaknya.

3) Dapat menguasai sebebas-bebasnya, artinya pemilik dapat melakukan apa saja
tanpa batas terhadap benda miliknya, misalnya memelihara sebaik-baiknya,
membebani dengan hak-hak kebendaan tertentu, memindahtangankan, merubah
bentuk, bahkan melenyapkannya.

4) Hak milik tidak dapat diganggu gugat, baik oleh orang lain maupun oleh
penguasa, kecuali dengan alasan, syarat-syarat menurut undang-undang.

5) Tidak dapat diganggu gugat hendaklah diartikan sejauh untuk memenuhi

kebutuhan pemiliknya secara wajar, dengan memperhatikan kepentingan orang

1 op. cit, Pasal 570.
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lain (kepentingan umum). Penggunaan dan penguasaan hak milik dibatasi oleh

kepentingan orang lain."*
Bagaimanapun juga menurut sistim hukum Indonesia semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial.

Sedangkan menurut Yahya Harahap, dalam menafsirkan isi pasal ini

menyatakan bahwa pada perjanjian jual beli, pihak penjual mempunyai kedudukan

lebih kuat dibanding dengan kedudukan pembeli yang lebih lemah.' Jadi penafsiran

yang membebankan kerugian pada penjual dalam hal adanya pengertian perjanjian

yang kurang jelas atau yang mengandung pengertian kembar, tidak bertentangan

dengan ketertiban umum (openbare orde).

1)

2)

Kewajiban utama bagi penjual, menurut Pasal 1474 KUHperdata adalah:
Menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada pembeli.
Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung cacat

yang tersembunyi.'®

Mengenai kewajiban penjual harus menanggung kenikmatan tentcram dan

cacat tersembunyi pada barang yang d\ywalnya, diatur juga didalam Pasal 1491 yang

selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli
adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual
secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat barang tersebut yang

¥ Abdul Kadir Muhammad (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 144.
15 yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian. (Bandung: Alumni 1986), hal. 190.

16 op. cit, Pasal 1474,
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VDN

tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk
pembatalan pembeliannya”.!”

KUHperdata juga mengatur hal-hal lainnya yang merupakan kewajiban penjual yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Menanggung biaya penyerahan apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian
(Pasal 1476 KUHperdata).

Menyerahkan hasil dari barang yang sudah dibeli tetapi belum diserahkan
(Pasal 1460 KUHperdata).

Penjual dan pembeli boleh membuat persetujuan-persetujuan istimewa,
memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang
ini, bahkan mereka diperi:élehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual

tidak akan diwajibkan menanggung suatu apapun.(Pasal 1493 KUHperdata).

Penyerahan Benda yang Dijual.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa jual beli pada dasarnya

merupakan pemindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli. Mengenai

penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual kepada pembeli, ilmu hukum

mengenal tiga jenis penyerahan lainnya, yaitu:

1)

Penyerahan dalam bentuk traditio brevi manu, yang berarti penyerahan dengan
tangan pendek. Penyerahan dengan tangan pendek ini dapat terjadi misalnya
seorang penyewa yang telah menguasai kebendaan yang diperjual belikan

tersebut kemudian membeli kebendaan yang disewa olehnya itu. Dalam hal ini

"7 op. cit, Pasal 1491.
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penyerahan fisik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 612 KUHperdata tidak

diperlukan lagi.

2) Penyerahan dalam bentuk traditio longa manu, atau penyerahan secara tangan
panjang. Dalam hal penyerahan secar tangan panjang ini, kebendaan yang
diperjual belikan berada ditangan seorang pihak ketiga, yang dengan
tercapainya kesepakatan mengenai kebendaan dan harga kebendaan yang dijual
tersebut, pihak ketiga itu akan menyerahkannya kepada pembeli. Jadi dalam hal
ini penyerahan tidak dilakukan sendiri oleh penjual, melainkan oleh pihak
ketiga, yang pada umumnya adalah orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh
pembeli maupun penjual secara bersama-sama.

3) Peﬁyerahan secara constitutum possessorium, atau penyerahan dengan tetap
menguasai kebendaan yang dijual.'®

Penyerahan barang dalam hal jual beli, merupakan tindakan pemindahan
barang yang dijual kedalam kekuasaan dan pemilikan perdata. Kalau ada penyerahan
barang tadi diperlukan penyerahan yuridis (juridische levering) di samping
penyerahan nyata (feitelijke levering), agar pemilikan pembeli menjadi sempurna;
penjual harus menyelesaikan penyerahan tersebut.'’

Penjual menyerahkan kepada pembeli, baik secara nyata maupun secara
yuridis, dengan jalan melakukan balik nama (overschrijving) dari nama penjual ke
nama pembeli. Penyerahan nyata yang dilakukan bersama dengan penyerahan

yuridis, umumnya terdapat pada penyerahan barang bergerak. Penyerahan sudah

'8 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya, Jual Beli. (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005),
hal. 94-95.
' op. cit, Pasal 1475,
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dianggap sempurna dengan penyerahan nyata saja (Pasal 612 KUHperdata)
Demikian juga halnya dengan penyerahan constitutum possessorium, yakni
penyerahan barang yang telah dikuasai oleh pihak yang hendak menerima
penyerahan, harus .disempumakan pihak penjual. Malah kadang-kadang penyerahan
harus dengan sempurna dilakukan penjual, walaupun harga pembayaran belum lunas
seluruhnya seperti misalnya dalam sewa-beli (huurkoop).®®

Peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dan penyerahan yang
dilakukan untuk memindahkan hak milik, disyaratkan harus dibuat dan dilakukan
oleh seorang yang berhak untuk berbuat bebas terhadap kebendaan yang akan
dialihkan tersebut; ketentuan Pasal 1471 KUHperdata menentukan bahwa: Jual beli
atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli
untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga jika ia tidak mengetahui
bahwa barang itu kepunyaan orang lain' Ketentuan Pasal 1471 KUHperdata

tersebut memperjelas bahwa hanya pemilik benda yang dijual itu sajalah yang berhak

untuk menjual kebendaan tersebut.

D. PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI

1.  Pengertian Hak Atas Tanah
Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang
terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Tanah diberikan kepada

dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk

20 op. cit, 190.

2 op. cit, Pasal 1471,
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digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak
tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai
permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga
penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada
diatasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA yang
menyatakan:

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang
untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air
serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-
undang ini da.n peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka hak-hak atas tanah bukan
hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan
bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada
dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Dengan demikian maka yang
dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari
permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak hak
tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan ’sebagian tubuh bumi yang ada
dibawah tanah dan air serta ruang yang ada diatasnya.

Hak-hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk

mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.?

2 Effendi Perangin-Angin, 40/ Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum A graria., cet. 3
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 40.
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Dengan diberikannya hak atas tanah tersebut, maka antara orang atau badan hukum
telah terjalin suatu hubungan hukum dengan tanah yang bersangkutan.

Dengan adanya hubungan hukum itu, dapatlah dilakukan perbuatan hukum oleh
yang mempunyai hak itu terhadap tanah dengan pihak lain seperti jual beli, tukar
menukar dan sebagainya. Seseorang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak
atas tanah, oleh UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atan mengusahakan
sendiri secara aktif serta wajib pula untuk memelihara, termasuk menambah
kesuburan dan mencegah kerusakan tanah tersebut.

UUPA menghendaki supaya hak atas tanah yang di punyai oleh seseorang atau
badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi
dengan sewenang-wenang tanpa’ l;lenghiraukan kepentingan masyarakat ataupun
dengan m enelantarkan tanah tersebut s ehingga tidak ada m anfaatnya. UUPA telah
menentukan beberapa macam hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna usaha,
hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil
hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hakn atas air dan ruang angkasa yaitu

hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan dan hak guna ruang angkasa.

2. Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah

yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya

semula dan menjadi hak pihak lain.??

B K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hal 15-18
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Dengan berlakunya UUPA, peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui jual
beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat,
dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik.2*

Menurut Pasal 37 ayat (1) PP 24/1997, peralihan hak atas tanah dan hak milik
atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam tesis ini akan difokuskan pada peralihan hak gtas tanah melalui jual
beli. Pemb.uictian bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT yaitu Akta Jual Beli yang
kemudian akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a Permenag/Kepala BPN
3/1997. Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut bertujuan untuk
memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah

(pembeli tanah).?

3. Syarat-Syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat jual beli tanah ada 2 (dua) yaitu:

¥op .cit. Pasal 26 ayat (1).

% Saleh adiwinata, pengertian hukum adat menurut UUPA, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1980).
Hal. 21-30.
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A. Syarat materiil

Syarat-syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah
tersebut, antara lain sebagai berikut:

1)  Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan dijualnya.

a) Harus jelas calon penjual; ia harus berhak menjual tanah yang hendak
dijualnya; dalam hal ini tentunya si pemegang yang sah dari hak atas
tanah itu yang disebut pemilik.

b) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, dan ada persekutuan harta, maka
suami istri harus hadir dan bertindak scbagai penjual; seandainya suami
atau istri tidak dapat hadir ,maka harus dibuat surat bukti secara tertulis
dan sah yang menyatakan i)ahwa suami atau istri menyetujui menjual
tanah.

c) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak mengakibatkan jual
beli tersebut batal demi hukum. Artinya sejak semula hukum tidak perah
menganggap terjadi jual beli.

Dalam hal demikian kepentingan pembeli sangat dirugikan, karena pembeli
telah membayar harga tanah, sedangkan hak atas tanahnya tidak pernah beralih
kepadanya. Walaupun penjual masih menguasai tanah itu, namun sewaktu-waktu
orang yang berhak atas tanah tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak atas tanah yang
dibelinya.

Hal ini tergantung pada subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum

adalah status hukum orang yang akan membelinya, sedangkan obyek hukum adalah
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hak apa yang ada pada tanahnya. Misalnya menurut UUPA yang dapat mempunyai
Hak Milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan badan-badan
hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.?® Bila hal ini dilanggar, maka jual beli batal
demi hukum dan tanah jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak
lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang diterima
oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.

3) Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau tidak dalam sengketa.

Menurut UUPA, hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan obyek peralihan
hak adalah:

a) Hak Milik

Hak milik merupakan hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat .
dipunyai orang atas tanah. Demikian pula setiap peralihannya Hak Milik, hapusnya
dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan.

b) Hak Guna Usaha.

Hak Guna Usaha merupakan hak untuk mengusahakan tanah y ang dikuasai
langsung oleh negara, dalam jangka waktu 25 tahun, untuk perusahaan pertanian,
perikanan atan peternakan. Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Usaha dan
penghapusan hak tersebut juga harus didaftarkan.
¢) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dalam jangka waktu

paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

?¢ Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 21.
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Demikian juga setiap peralihan Hak Guna Bangunan dan penghapusan hak tersebut
juga harus didaftarkan sebagai bukti yang kuat mengenai sahnya peralihan hak
tersebut.

d) Hak pakai

Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari
tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Terhadap
tanah yang langsung dikuasai oleh Negara haknya dapat dialihkan pada pihak lain
dengan izin pejabat yang berwenang, sedangkan hak pakai atas tanah hak milik dapat
beralih pada pihak lain jika dimungkinkan dalam perjanjiannya.

Jika syarat materiil ini tidak dipenuhi, atau dikatakan penjual bukan
merupakan orang yang berhak ata;s-r tanah yang dijualnya atau pembeli tidak
memenuhi syarat untuk menjadi pemilik hak atas tanah menurut undang-undang atau
tanah yang diperjual belikan sedang dalam sengketa atau merupakan tanah yang

tidak boleh diperjual belikan, maka jual beli tanah tersebut tidak sah.

B. Syarat Formil

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, PPAT akan membuat

akta.
1) Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak yang m elakukan j ual
beli atau kuasa yang sah dari penjual dan pembeli dan disaksikan sekurang-

kurangnya oleh 2(dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak

sebagai saksi.
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2) Akta dibuat dalam bentuk asli dalam dua lembar, yaitu lembar pertama
sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan lembar
kedua disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran dan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

3) Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan,PPAT wajib menyampaikan
akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada
Kantor Pertanahan untuk didaftar dan PPAT wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta tersebut kepada

para pihak yang bersangkutan.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)
Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) sudah dikenal sejak
berlakunya PP 10/1961 dengan sebutan pejabat yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari UUPA, sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 19 PP 10/1961

Yang menyatakan bahwa:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memperikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau
meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri Agraria dan akta tersebut ditetapkan oleh Menteri Agraria”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka PPAT dikenal sebagai

pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah,
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pemberian hak baru atas tanah, penggadaian tanah dan pemberian hak tanggungan

atas tanah. Atau dengan kata lain menurut Bactiar Effendie, tugas pokok pejabat

pada saat itu adalah membantu Menteri Agraria membuat akta yang bermaksud
untuk memindahkan hak atas tanah, memberikan hak baru atas tanah, menggadaikan
tanah, dan meminjamkan uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan.?’

Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah

Susun ( selanjutnya disebut UU 16/1985), istilah PPAT ini mendapatkan pengukuhan

dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana dinyatakan dalam

ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU 16/1985:

(2) Pemindaha_,n hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dilakukan dengan
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. dan di daftarkan pada Kantor Agraria
Kabupaten atau Kotamadya yang bersangkutan menurut Peraturan Pemerintah
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960.

Pengertian PPAT sebagai pejabat umum ditegaskan pertama kali dalam
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta
benda-benda yang berkaitan dengan tanah (selanjutnya disebut UUHT), sebagaimana
ternyata dalam Pasal 1 angka 4 UUHT yang menyebutkan bahwa;

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, adalah

pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak

atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa

membebankan Hak Tanggungan menurut Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku”.

27 Bachtiar Effendie, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah,cet. 3 (Bandung: Alumni,
1993), hal.78.
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Kemudian PP 24/1997 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai pejabat
umum dimana dalam Pasal 1 angka 24 PP 24/1997 dinyatakan bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat
Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

Kemudian PP 37/1998 menegaskan kembali pengertian PPAT sebagai
Pejabat Umum dimana dalam Pasal 1 angka 1 PP 37/1998 menyatakan bahwa:

“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT,adalah pejabat

umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai

perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas

Satuan Rumah Susun”.

2. Keberadaan PPAT

Dengan berlakunya UUPA, pengaturan PPAT sebagai pejabat untuk pertama
kali diatur d alam I;eraturan M enteri A graria Nomor 10 T ahun 1961. Khusus yang
mengatur tentang “Bentuk Akta” pertama kali dimuat dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomor 11 Tahun 1961. Kedua peraturan itu menunjuk pada Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang sudah diuraikan diatas.

Dalam kaitan dengan melaksanakan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan yang ditugaskan
untuk m elaksanakan k egiatan-kegiatan t ertentu m enurut PP 24/1997 d an P eraturan
Perundang-undangan yang bersangkutan hal mana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2)
dari PP 24/1997. Pasal 97 ayat (1) Peraturan Menteri Negara AgrariaZ KBPN Nomer
3 tahun 1997, menetapkan bahwa sebelum melakukan pembuatan akta mengenai
pemindahan atau pembebanan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun,

PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor Pertanahan

setempat mengenai kesesuaian sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas
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Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan dafiar-daftar yang ada di kantor
pertanahan setempat, dengan memperlihatkan sertipikat asli.?®

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, maka PPAT pun
tidak kurang dari sebuah lembaga yang timbul sebagai pelaksana Pendaftaran Tanah.
| Akta-akta Peralihalﬂ Pemindahan hak yang dibuatnya, merupakan kelengkapan

berkas dalam rangka Pendaftaran Tanah dimaksud. Dalam bagian pertimbangan dari

w setiap peraturan yang mengatur PPAT, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
L 1960 dijadikan sebagai dasar rujukan pengaturan itu. Untuk jelasnya perlu dicermati
Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi sebagai berikut:
Ayat (1) :  Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
Pendaftaran Tanah di s;eiuruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Ayat (2) :  Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
a.  Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah.
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak
tersebut.
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai
alat pembuktian yang kuat.
Dalam konteks tugas yang demikian itulah dapat di mengerti mengapa
peraturan yang p ertama kali m engatur i khwal PPAT, adalah P eraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 5 T ahun 1960. Khusus terhadap PPAT, Pasal 19 P eraturan P emerintah i tu

v 28 op.cit, hal 86
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mendapat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun
1961 dan Nomor 15 Tahun 1961. Peraturan yang pertama (Nomor 10 Tahun 1961)
mengatur tentang PPAT sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta pemindahan
hak atas tanah, sedangkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 15 Tahun 1961 tentang
PPAT sebagai Pejabat Pembuat -Akta Pembebanan Hipotik serta Creditverband.
Melalui Pasal 12 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985, kedudukan
PPAT di tegaskan kembali, yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat Akta
Pembebanan Hak Jaminan berupa fidusia terhadap bagian rumah susun diatas tanah
hak Pakai yang berasal dari tanah negara. Jaminan yang dibuat oleh PPAT itu wajib
didaftarkan di Kantor Pertanahan (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985).

Bila mer.fl;)erhatikan lingkup masalah yang dijadikan sebagai objek yang
memerlukan Akt PPAT, maka hampir seluruhnya merupakan masalah yang menjadi
bidang kerja birokrasi dimasa lalu hingga kini. Disini dapat disebut lingkup masalah

dimaksud dalam tiga kategori:

I. Dalam perundang-undangan di Indonesia pada zaman Hindia Belanda, seorang

Notaris hanya berwenang membuat akta jual beli atas tanah, sedangkan
Péncatatan balik namanya dilakukan oleh overschrijvings ambtenaar. Sejak
tahun 1947, kewenangan itu dipeéang oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah
(Kadaster) Kini tugas peralihan hak atas tanah ditangani oleh PPAT sebagai
Pejabat yang berwenang membuat aktanya, sedangkan pendaftaran atas

tanahnya hanya bersifat penyelesaian administratif saja lewat Kantor

Pertanahan setempat.
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2.  Sebelum berlakunya UUPA dalam Jual Beli tanah hak milik adat, sebagian
menjadi tugas Kepala Desa. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961, kewenangan tersebut berada pada PPAT.

3. Sebagian tugas Pamong Praja khususnya menyangkut kewenangan membuat
akta creditverband, sejak berlakunya Peraturan Menteri Agraria Nomor 15
Tahun 1961, kewenangan itu berada ditangan PPAT.

Dari latar belakang yang demikian, maka dapat dimengerti bila hingga tahun

1996, yakni sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tugas-tugas

PPAT masih mencirikan kedudukannya sebagai pejabat.”®

Di dalam semua peraturan yang telah disebut diatas, kita tidak menemukan
penegasan tentang status akta PPAT, apakah‘sebagai akta biasa ataukah sebagai akta

Otentik. Dengan tidak perlu mengutip kembali Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor

10 Tahun 1961 yang menurunkan peraturan-peraturan dibawahnya, dapat dikatakan

bahwa rumusannya mirip dengan rumusan Pasal 1868 KUHperdata. Akan tetapi,

dalam ketentuan KUHperdata tersebut ditegaskan bahwa akta yang dibuat pegawai-
pegawai umum adalah akta otentik. Secara lengkap bunyi Pasal 1868 adalah “Suatu
akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk

itu ditempat dimana akta dibuatnya”.*®

¥ op.cit, hal. 90

3 op.cit, Pasal 1868.
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Ada dua hal yang membedakan kedua ketentuan tersebut:

1. Dalam Pasal 1868 KUHperdata ditegaskan pejabat pembuat akta adalah
pegawai-pegawai (pejabat) umum, sementara dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 10 Tahun 1961 hanya menyebut pejabat.

2. Pasal 1868 KUHperdata menegaskan bahwa akta yang dibuat oleh pejabat
umum itu adalah akta otentik, sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor
10 Tahun 1961 hanya menyebut akta saja.

Dalam konteks pengaturan seperti ini (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun

1961 dan Pasal 1868 KUHperdata), dapat diduga adanya perbedaan kedudukan

antara seorang pejabat umum yang membuat akta otentik (Pasal 1868 KUHperdata),

dengan seorang peja.zbat yang hanya membuat akta bukti perjanjian(Pasal 19

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961).>' Berbeda dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 beserta semua peraturan yang diturunkan darinya,

maka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, PPAT disebut secara tegas

sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta:

1.  Pemindahan hak atas tanah

2.  Pembebanan hak atas tanah

3. Pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut perundang-
perundangan yang berlaku Pasal 1 ayat (4).

Dengan demikian, dalam kedudukan seperti pejabat umum lingkup tugas

seorang PPAT b ertambah s atu j enis 1agi ( Di 1uar P eraturan P emerintah Nomor 10

Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985), yaitu pembuatan Surat

3 op.cit, hal. 91.
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Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Untuk tugas yang terakhir ini, cakupan
obyeknya pun cukup luas, yaitu tanah-tanah yang sudah terdaftar (bersertipikat) serta
tanah-tanah yang belum terdaftar (tanah-tanah bekas milik adat).*?

Kedudukan PPAT sebagai pejabat umum mempunyai implikasi pada bentuk
akta yang dibuatnya, yakni akta yang otentik. Penegasan kedudukan sebagai pejabat
umum dari seorang PPAT beserta akta yang dibuatnya itu memperoleh peneguhan
kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang menetapkan bahwa
PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik
atas satuan rumah susun (Pasal 1 butir 1).

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemen'niah Nomor 37 Tahun 1998 itu, ditetapkan
cakupan tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran
tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan
oleh perbuatan hukum tersebut.

Pergeseran kedudukan PPAT dari seorang Pejabat menjadi Pejabat Umum,
membawa posisinya sama dengan Notaris sebagai openbaar aml;tenaar. Akta yang
dibuat o leh P PAT tidak 1agi b erkadar relaas akta s ebagaimana halnya su atu berita
acara tentang kejadian atau urut-urutan peristiwa yang disaksikannya untuk

disampaikan kepada Instansi Pertanahan, tetapi sudah berbobot partij akta. Dalam hal

ini, PPAT dalam aktanya memuat persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan

32 Op.cit, hal. 92,
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dari perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ia harus memastikan
bahwa perjanjian itu berikut persyaratannya benar seperti apa yang dituntut dalam
perjanjian itu.

Kalau sebelum berlakunya Undang—Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, jabatan PPAT terkesan sebagai jabatan
ikutan Notaris, maka dalam kedua ketentuan tersebut kedua jabatan itu sama
posisinya. Dengan merujuk pada lampiran Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor SK.19/DDA/1971, maka ketentuan yang menentukan bahwa pengangkatan
seseorang menjadi PPAT. harus ditunggu sampai yang bersangkutan diangkat
menjadi Notaris, tidak bisa lain, memperkuat kesan bahwa jabatan PPAT adalah
jabatan ikutan Notaﬁs. |

Namun baik dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 maupun dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, kedua jabatan memiliki posisi yang
sederajat. Dalam Pasa] 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 misalnya
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan Akta Notaris atau
Akta PPAT. Sementara jtu dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998, dari sekian Syarat umum bagi PPAT, maka terdapat syarat khusus yang
ditentukan dalam huruf f, yang meneta;pkan seorang harus merupakan lulusan
Program Pendidikan Spesialis Notariat atau Program Pendidikan Khusus PPAT yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi.

Tidak dapat dipastikan apakah kedua aturan itu merupakan terobosan
terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.19/DDA/1971 yang

memberi kesan PPAT sebagai jabatan ikutan Notaris. Kalaupun dianggap suatu
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terobosan, tidak dapat dipastikan pula, apakah langkah maju tersebut terkait dengan
pergeseran kedudukan PPAT sebagai Pejabat Umum seperti halnya Notaris.
Kepastian tentang itu memang tidak dapat dilacak lewat peraturan-peraturan tersebut
karena memang tidak dijelaskan disana. Yang dapat dijadikan sebagai landasan
dugaan terjadinya korelasi pergeseran kedudukan PPAT dengan kesederajatan
Notaris dan adanya pembagian tugas yang tegas antara PPAT dan Notaris mengenai
obyek perjanjian yang harus dibuatkan akta otentik bagi perjanjian-perjanjian yang
menyangkut tanah, sedangkan Notaris membuat akta otentik lain yang tidak

menyangkut tanah.>

3. Tugas PPAT

Tugas pokok PPAT diatur dalam PP 37/1998. Adapun tugasnya adalah
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Perbuatan hukum yang dimaksud adalah jual beli, tukar menukar, hibah,
pemasukan kedalam perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak
Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan

pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

3 op.cit, hal. 93.
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4, Jenis-Jenis Akta PPAT

Ada beberapa jenis akta yang dibuat PPAT sebagai Pejabat Umum yaitu:

. Akta Jual Beli

[o—

2.  Akta Tukar Menukar

3.  Akta Hibah

4. Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan (Inbreng)

5. Akta Pembagian Hak bersama

6.  Akta Pemberian Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai atas tanah Hak Milik
7. Akta Pemberian Hak Tanggungan

8. Akta Pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

5. Tanggung Jawab PPAT
a. Tanggung Jawab Profesi PPAT Secara Hukum

Pada dasarnya tanggung jawab PPAT secara hukum, dapat dikatakan
merupakan tanggung jawab PPAT dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembuatan akta yaitu
kewajiban PPAT sebelum membuat akta, pada saat pelaksanaan membuat akta dan
sesudah membuat akta. Kewajiban PPAT ini diatur dalam PP 24/1997,

Permenag/Kepala BPN 3/ 1997, PP 37 1998, Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

1) Kewajiban PPAT Sebelum Membuat Akta
Kewajiban PPAT sebelum membuat akta antara lain diatur dalam:

a)  Pasal 97 ayat (1) dan (2) Permenag/Kepala BPN 3/1997:
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(1) Sebelum melaksanakan pembuatan akta mengenai pemindahan atau
pembebanan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun,
PPAT wajib terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Kantor
Pertanahan mengenai kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan dengan daftar-daftar
yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan
Sertipikat asli.

(2) Pemeriksaan Sertipikat tersebut dilakukan untuk setiap pembuatan akta
oleh PPAT, dengan ketentuan bahwa untuk pembuatan akta pemindahan
atau pembebanan hak atas bagian-bagian tanah hak induk dalam rangka
pemasaran hasil pengembangan ‘o.leh perusahaan real estate, kawasan
Industri dan pengembangan sejenis cukup dilakukan pemeriksaan
sertipikat induk satu kali, kecuali apabila PPAT yang bersangkutan
menganggap perlu pemeriksaan sertipikat ulang.

b) Pasal 99 ayat (1)Permenag/ Kepala BPN 3/1997:

Sebelum dibuat akta mengenai pemindahan hak atas tanah, calon penerima

hak harus membuat pemyataan yang menyatakan:

bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebu; tidak menjadi
pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan
tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
juga tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntae) menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas

pemyataannya tersebut.
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c¢) Pasal 100 ayat (1) Permenag/Kepala BPN 3/1997:
PPAT menolak membuat akta PPAT mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun apabila olehnya diterima pemberitahuan tertulis
bahwa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun itu sedang
disengketakan dari orang atau badan hukum yang menjadi pihak dalam
sengketa tersebut dengan disertai dokumen laporan kepada pihak yang
berwajib, surat gugatan ke pengadilan, atau dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 , surat keberatan

kepada pemegang hak serta dokumen lain yang membuktikan adanya sengketa

tersebut.

2)  Kewajiban PPAT Pada Saat Pelaksanaan Pembuatan Akta
Kewajiban PPAT pada saat pelaksanaan pembuatan akta antara lain diatur

dalam:

a) Pasal 38 ayat (1) PP 24/1997 jo Pasal 101 Permenag/Kepala BPN 3/1997 jo

Pasal 22 PP 37/1998:

(1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan
Perbuatan hukum yang bersangku.tan atau orang yang dikuasakan olehnya
dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-
perundangan yang berlaku.

(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang saksi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu
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b)

3)

3)

perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai
kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang
di tunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan
hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.

PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan
memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta dan
prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan selanjutnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pasal 102 Permenag/Kepala BPN 3/1997:

Akta PPAT dibuat sebanyak 2 (dua) lembar asli, satu lembar disimpan di

Kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan

untuk keperluan pendaftaran, sedangkan képada pihak-pihak  yang

bersangkutan diberikan salinannya.

Kewajiban PPAT Sesudah Membuat Akta

Kewajiban PPAT sesudah membuat akta antara lain diatur dalam:

a)

Pasal 40 ayat (1) dan (2) PP 24/1997 jo. Pasal 103 ayat (1) dan (5)

Permenag/Kepala BPN 3/ 1997:

(1) Selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya
akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang
dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada

Kantor Pertanahan untuk didaftar.
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b)

(2)

PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah

disampaikannya akta tersebut kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998 dan Pasal 62 ayat (1) dan ayat

(2) Peraturan KBPN Nomor 1/2006:

Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) PP 37/1998:

(1)

(2)

(3)

PPAT harus membuat satu buku daftar untuk semua akta yang
dibuatnya.

Buku daftar PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi setiap
hari kerja PPAT dan di tutup setiap akhir hari kerja dengan garis
tinta yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

PPAT Wajib mengirim laporan bulanan mengenai akta yang
dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pertanahan dan
kantor-kantor lain sesuai ketentuan undang-undang atau Peraturan

Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan

berikutnya.

Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) peraturan KBPN Nomor 1/2006:

(1)

(2)

PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai semua akta
yang dibuatnya selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan
berikutnya kepada Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor
Wilayah.

PPAT wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai Akta Jual

Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan ke Dalam
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Perusahaan, Akta Pembagian Harta Bersama, Akta Pemberian Hak
Pakai Bangunan Atas Tanah Hak Milik, dan Akta Pemberian Hak
Pakai Atas Tanah Hak Milik kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan

Bangunan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

b. Tanggung Jawab Profesi PPAT Secara Moral

Tanggung jawab profesi PPAT secara moral berkaitan dengan etika étau
tingkah laku PPAT baik didalam maupun diluar jabatannya. Mengenai etika ini
diatur oleh suatu organisasi profesi yang berkaitan dengan profesi PPAT itu sendiri
yang disebut lkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut IPPAT).
IPPAT tersebut mengatur ketentuan mengeria} Kode Etik bagi PPAT sebagai
peraturan pelaksana ataupun sebagai penjelasan tambahan terhadap ketentuan-
ketentuan hukum sebagaimana terdapat dalam PP 24/1997, Permenag/ Kepala BPN
3/1997, PP 37/1998 dan Peraturan KBPN Nomor 1/2006.

Kongres pertama IPPAT yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1997
menghasilkan Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut
Kode Etik Profesi PPAT) dimana dalam Pasal 1 Kode Etik tersebut dinyatakan
bahwa Kode Etik Profesi adalah aturan-aturan yang merupakan pandu;m yang harus
ditaati, yang mengatur tingkah laku, lahiriah maupun sikap batiniah, baik dalam

rangka menjalankan profesi maupun dalam tingkah laku sehari-hari.**

3 Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kode Etik Profesi Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), Kongres I IPPAT di Bandung, 1997.
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Ketentuan Kode Etik Profesi PPAT ini secara garis besar mengatur mengenai
kewajiban ataupun larangan serta sanksi yang dapat diberikan kepada PPAT apabila
ketentuan tersebut dilanggar oleh yang bersangkutan.

Di dalam Pasal 7 ayat (1) Kode Etik tersebut disebutkan mengenai sanksi
yang dapat diberikan kepada seorang PPAT apabila kode etik yang telah ditetapkan
dilanggar yaitu antara lain dikenakan teguran, peringatan, pemberhentian sementara
dari keanggotaan IPPAT dan pemecatan dari keanggotaan IPPAT. Kemudian di
dalam Pasal 7 ayat (2) Kode Etik tersebut disebutkan bahwa pengenaan sanksi-sanksi
tersebut disesuaikan dengan jenis atau macam pelanggaran yang dilakukan anggota.

Hasil Kongres II IPPAT yang diselenggarakan di Denpasar-Bali tanggal 7-8
September 2000 telah rﬁéngesahkan perubahan anggaran dasar IPPAT yang didalam
salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa kode etik diatur secara tersendiri dan
disahkan oleh kongres untuk memelihara martabat PPAT. Sedangkan di dalam Pasal
20-nya disebutkan b ahwa untuk menjaga t erlaksananya K ode E tik PPAT dibentuk
Dewan Kehormatan yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat dan Dewan
Kehormatan Daerah.*’

Dewan kehormatan ini berfungsi untuk mengawasi PPAT dan berwenang
untuk mengadili setiap anggota IPPAT yang terbukti nyata-nyata telah melakukan
pelanggaran Kode Etik yang telah ditetapkan oleh IPPAT sebagai suatu organisasi

profesi.

% Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Anggaran Dasar Perkumpulan lkatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kongres 11 IPPAT di Denpasar-Bali, tanggal 7-8 September 2000.
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F. KASUS POSISI

Tinjauan tentang putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2806 K/PDT/2002 tanggal 23 Januari 2006.

Para Pihak :

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekerjaan Purnawirawan POLRI,
bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten
Banjarnegara; Pemohon Kasasi, dahulu dan Pembanding.

Penggugat adalah Sukiatno, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Kutabanjamegara, Kecamatan Banjarnegara; Termohon Kasasi, "dahulu dan
Terbanding;

Duduk Perkara:
Pada tingkat Pengadilan Negeri.
Para Pihak :

Penggugat adalah Sukiatno, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan
Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjamegara.

Tergugat adalah Suntoyo bin Abu Sadjangi, pekerjaan Purnawirawan POLR],

bertempat tinggal didesa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten

Banjarnegara.

Pada tanggal 30 juni 1983 penggugat Suntoyo bin Abu Sadjangi
meminjamkan uang kepada tergugat Sukiatno sebesar Rp 3.475.015,- (tiga juta
empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), guna untuk membayar
pelunasan pinjaman penggugat kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang

Banjamegara,dengan jaminan tanah hak milik penggugat yang dikenal dengan
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sertipikat Hak Milik Nomor: 601 Desa Kutabanjarmegara atas nama Sukiatno
(Penggugat).

Uang pinjaman tersebut diatas oleh tergugat langsung dibayarkan kepada
Bank R akyat Indonesia dan selanjutnya tergugatlah yang menerima sertipikat H ak
Milik Nomor: 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan.
Kemudian setelah tergugat melunasi pinjaman penggugat di BRI tersebut, pada han
itu juga ( tanggal 30 Juni 1983 ) tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani
surat pernyataan di atas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertipikat Hak
Milik Nomor 601 dipegang oleh tergugat. Kemudian pada tanggal 23 Me1 1984
penggugat dipaksa oleh tergugat untuk menandatangani blanko akta jual beli kosong
di rumah bapak Abdul Rochim mantan Kepala Kelurahan Kutabanjarnegara;
penggugat menolak menandatangani blanko akta jual beli tersebut, selanjutnya
penggugat dibawa oleh tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke desa
Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara. Kemudian di rumah
tergugat di desa Wanadadi, kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjamegara, sekali
lagi tergugat memaksa penggugat untuk menandatangani blanko akta jual beh
kosong, akhirnya pengggugat terpaksa menandatangani blanko akta jual beli kosong
tersebut. Setelah blanko akta jual beli ditandatangani, kemudian penggugat dibawa
menghadap PPAT Camat Banjarnegara bapak Soekoyo, BA bersama-sama tergugat
dan bapak Abdul Rochim. Dj hadapan bapak Camat Banjarnegara, penggugat
menolak untuk menjual tanah Hak Milik penggugat yang dikenal dengan Sertipikat
Nomor 601 desa Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjamegara, Kabupaten

Banjarnegara, beserta bangunan yang ada diatasnya, tanah seluas kurang lebih 1274
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meter persegi yang identitas selengkapnya tercatat dalam Sertipikat Nomor 601
tersebut. Karena kemudian penggugat menolak untuk menjual tanah Hak milik
tersebut, kemudian penggugat dibawa tergugat untuk menghadap Kapolsek
Banjarmegara, dan di hadapan Kapolsek Banjamegara penggugat dipaksa untuk
membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas kertas segel tertanggal 23 Mei
1984. Berdasarkan surat pernyataan itulah, Camat Banjarnegara menandatangani
akta jual beli yang sebelumnya telah ditandatangani d engan p aksa oleh penggugat
yang kemudian akta tersebut bernomor 58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984.
Kemudian karena telah dibuatnya akta jual beli tersebut diatas, penggugat
melaporkan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjamegara (sekarang
Kantor Pertanahan), dengan permohonan agar tid;al; dilakukan pendaftaran peralihan
hak pada sertipikat Nomor 601 karena jual beli tersebut cacat dalam kata sepakat
yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendaftaran peralihan hak tetap dilakukan,
sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 601 telah tercatat atas nama Suntoyo
(tergugat). Walaupun demikian, penggugat tetap menempati dan menguasai tanah
Hak Milik Nomor 601 beserta bangunan diatasnya. Pada tingkat Pengadilan Negeri

ini, Pengadilan Negeri mengeluarkan Putusan Nomor 38/Pdt G/2000/ PN. BJN, yang

inti putusannya memenangkan Sukiatno.
Pada Pengadilan Tinggi.
Para Pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pembanding. Sedangkan Sukiatno

tersebut diatas sebagai Terbanding.
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Dengan membaca surat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi antara
Suntoyo bin Abu Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera didalam Putusan
Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 38/Pdt G/2000/PN.BIN, maka Pengadilan
Tinggi Semarang mengeluarkan Putusan dengan Nomor 455/Pdt/2001/PT. SMG,
yang inti putusannya memenangkan Sukiatno sebagai terbanding.

Pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Para pihak

Suntoyo bin Abu Sadjangi tersebut diatas sebagai Pemohon Kasasi(dahulu
tergugat/pembanding)sedangkan Sukiatno tersebut diatas sebagai Termohon Kasasi
(dahulu penggugat/terbanding).

Dengan membaca. éurat-surat yang bersangkutan dan kasus yang terjadi
antara Suntoyo bin Aby Sadjangi dan Sukiatno seperti yang tertera di dalam Putusan
Pengadilan Negeri Banjarncgara Nomor 38/PDT G/2000/PN. BIN dan Putusan
Pengadilan Tingg; Semarang Nomor 455/PDT/2001/PT.SMG, maka Mahkamah
Agung R epublik Indonesia m engeluarkan P utusan Nomor: 2 806 K /Pdt/2002, yang

inti dari putusa ; i
P Nnya memenangkan Sukiatno sebagail Termohon Kasasi.

G. ANALISIS HUKUM

1.  Dasar Hukum Pembatalan Ak¢a Otentik

I .
ual beli tanah adalap merupakan perbuatan hukum. Di Indonesia, hukum

ang d ipakai : : ; ‘
yang dipakat d alam m elakyka, Jual beli tanah b ersifat tunai d an terang. D an juga

harus ditulis pada sebuah ak, otentik. Akta otentik yang dibuat oleh Camat

Banjamnegara pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2806
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L e m S ey BRI

K/PDT/2002 sebenarnya adalah sah, tetapi karena jual beli tersebut dilakukan

berdasarkan pemaksaan oleh salah satu pihak, yaitu Suntoyo bin Abu Sadjangi

kepada pihak lain yaitu Sukiatno dalam akta tersebut, maka akta tersebut batal demi

hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHperdata, yang mana isi dari

pada pasal tersebut adalah merupakan syarat-syarat sah perjanjian; yang isinya

sebagai berikut:

1.

Adanya kesepakatan dari mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah
bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian harus ada
kesepakatan atau setuju mengenai hal-hal yang pokok tentang perjanjian
tersebut. Yang mana kgsepakatan itu terjadi dengan tanpa adanya paksaan dari
pihak manapun. Yang berarti bahwa kesepakata;n itu terjadinya benar-benar
dari keinginan para pihak yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian.
Consensus atau kesepakatan merupakan langkah awal dari para pihak yang
rﬁembuat perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah para pihak
yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian haruslah orang-orang yang
cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum. Didalam Pasal 1329
KUHperdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap h untuk membuat
perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.
Ada beberapa orang yang dipandang tidak cakap hukum didalam mengikatkan
dirinya dalam suatu perjanjian. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk

membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1330 KUHperdata yaitu:
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a. Orang-orang yang belum dewasa.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

c.  Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan dalam undang-
undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang
telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Suatu hal tertentu yang dapat diperjanjikan, m aksudnya adalah bahwa d alam
perjanjian itu harus ada obyek yang diperjanjikan. Yang dimaksud obyek
perjanjian adalah prestasi yang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh
salah satu pihak kepada pihak lain. Dalam syarat ini, undang-undang
menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang
dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu harus suatu bafang yang paling
sedikit dapat ditentukan jenisnya. Sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak
tertentu, maka perjanjian itu tidak sah.

Suatu sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang, maksudnya

adalah isi dan tujuan dari pada yang diperjanjikan didalam perjanjian terse;but

tidak bertentangan dengan undang-undang atau dengan kesusilaan dan atau

dengan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian diatas, yang menyebabkan akta otentik dibatalkan adalah

tidak adanya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena Suntoyo Bin Abu Sadjangi

melanggar Pasal 1320 KUHperdata, maka atas dasar itulah Mahkamah Agung

Republik Indonesia memutuskan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan PPAT

(dalam hal ini dilakukan oleh Camat Banjarnegara) batal demi hukum. Menurut

penulis yang diputuskan o leh M ahkamah A gung R epublik Indonesia a dalah sudah
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benar, karena memutuskan kasus dalam tesis ini sudah sesuai dengan undang-undang

yang berlaku.

2. Konsekwensi Hukum Atas Pembatalan Akta PPAT.
Karena Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Banjamegara),
maka mempunyai konsekwensi hukum, yaitu:
a. Bahwa tanah yang menjadi obyek dalam hal jual beli dalam kasus ini tetap
menjadi milik Sukiatno.
b. Bahwa Sukiatno membayar hutangnya kepada Suntoyo Bin Abu Sajdangi.
Demikianlah akhir dari pada kasus ini dengan keputusan yang sesuai dengan

undang-undang yang berlaku.
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A.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari apa yang telah dikemukakan pada Bab I dan Bab II dari penulisan Tesis

ini, maka penulis menyimpulkan:

1.

Pembatalan Alta Jual Beli tanah dapat dilakukan meskipun akta tersebut dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang. Hal ini dapat dilakukan karena diantara
para pihak didalam Akta Jual Beli tersebut adanya paksaan untuk
menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa pihak pertama menyetujui
menjual tanah miliknya kepada pihak kedua. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320
KUHper, yang mana pasal ini menetapkan syarat-syarat sahnya suatu petjanjian
yang diantaranya adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang
mengadakan perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada
pemaksaan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.

Keputusan Mahkamah Agung No 2806 K/PDT/2002, tanggal 23 Januari 2006
sepenuhnya adalah benar karena dalam memutus perkara ini Mahkamah Agung
dengan memakai dasar bahwa suatu peristiwa hukum jual beli tanah

diantaranya harus dengan menerapkan Pasal 1320 KUHper. Apabila tidak
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terpenuhi dari isi Pasal 1320 KUHper tersebut, maka jual beli tersebut batal
demi hukum.

Dan mengenai Camat Kutabanjamegara, pada waktu hendak menandatangani
Akta Jual Beli antara Sukiatno dengan Suntoyo Bin Abu Sadjangi yang aktanya
telah ditandatangani lebih dahulu oleh pihak pertama dan pihak kedua bukan
dihadapan Camat berséngkutan tanpa mempersoalkan lagi kenapa formulir
Akta Jual Beli telah ditandatangani lebih dahulu. Dapat dinyatakan tidak
profesional dan tidak telitj dalam menjalankan tugas jabatannya. karena tidak
menanyakan Jagj kepada Sukiatno apakah betul Sukiatno hendak menjual
tanahnya kepada Suntoyo Bin Abu Sadjangi, dapat di hukum karena bisa saja

C - .
amat yang Menandatangani Akta Jual Beli tersebut lalai dalam melaksanakan

tugasnya,

SARAN

Apabj . . . :
Pabila para Subjek hukum ingin melakukan jual beli, khususnya jual beli

tanah, maka hendakiay, melakukannya dengan mengikuti semua peraturan normatif
yang ada. Dap juga kepada para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) didalam
menjalankan kewajibannya agar lebih hati-hati, apalagi terhadap klien yang
menyerahkan blangko kosong yang telah ditandatangani oleh salah satu pihak dan
atau kedua belah pihq) Yang hendak membuat Akta Jual Beli bersangkutan,

Sehingga tidak timby) masalah di kemudijan hari yang dapat merugikan banyak
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Hgkim 4nggota, Haldm Ketua,

Ttd Tt
1. BANDUNG SUHERMOYO, SH. JOHNY SANTOSA, S H.

Tt ,

2. o DIDI ISHIATUN .
Panitera Pengganti,

“ta

A0US ENDRIYATNO, SH.
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T Ttd
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2. RA. DIDI YSMIATUN .
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PUTUSAN

KO« 455/PIT/2001/FT « M0

e et a0 T
DEMI KEADILAN BERDABARKAN KETUHANAN YANO MAHA ESA

" Penendilon Tinggl Jowa Tengoh di  Somarang
Yang memarikga dan mongadili perkara-periara Per-
dota secara Majelis dalom peradilon tingkat pan =
ding atas Penetapan Ketun Pongndilan Tinggl Jowa-
Tongah d1 Seuarang tangzal 16 Olctober 2001 Fomore
455/Pat /2001 /FR«5ng anlem sldangnya tcloh menjatuh
kon putusan sebagnimma tertera divawah ini galam
yexrkara antara s .

Palcgrjaan Purnawirgwan FOLRI, bertempat ting
gnl di Dosa Wanodndi, Keoomatan Wanadndl, X3

’Eupaten Banjarnegara §
Semila TERQIAT, selanjutmzn disebut sebagal
ERMBANDING 4

Kelawaoni

SUXIATNO,
Pokorjoan Bwnstay bortempat tinggal &i Kelu-
rahan Kuitabanjamegnra, Kecamatun Banjarme =
gara, Kabupaten Banjornegnro §
Semula RENQQUIAT, selanjutnya disetut seba =
god TERBANOING 5

dony
PEMERINTAH REPUBLIK INTONESIA Cqe KEPALA BA
DAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA Cqe KEPALA =
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL JAWA TENGAH
DI SEMARANG Cqe KEPALA KANTOR PERTANAHAN KA
BUPATEN DANJARNEDGARA DI BANJARNECGARA )
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Semila TURUL TERQUGAT, selaniutiye disetut sebagal —
TUR7T TERBANDING

PENOADILAN TINGGI TERSEBUT

Taloh membaoa berkas portara dan semus surat -
yung bertubungon dengan pexrkara ind

TENTANG DUDUKNYA PERKARA 3
Mamperbatikan doan mgnerima keodonan—ieadaan ma
nsomi‘ duduknye poricarn ind éeba@imma torcantum da
lam salinan réeml putusan Pengndilon Nogord Banjar —
nogara tanggal 30 Mel 2001 Nos 38/Pate0/2000/PN«Bjn -
yang amaxnys sebagal berilaut

DALAM EXIEPSL 4

= Menolak eksepsl Tergugnt gan Turut Tergugat untuk =
seluruhigyn

=4 / #ie Mongabulkan gugntan Pengpugnt wituk sebaglan
2¢ Menyatakan babwa Akte jual bold Noe 58/\'/1?:?.&‘1‘/1984

tertanggnl 28 Mei 1984 tidak sah dan batol demi hu
lam g

3¢ Menyatakon bahwa pendaftaran peraliban hak atas o
nob don sertifikat Hak Milik Noe 601/Desa Kutabamr
Jarnegaray darl atas nama Sudatno ole Ko Kiat —
BMe menjodl atas noma Smtoys tn Atu Sadjongd yong
dilaalkan olgh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjoxr -~
negare tidak sah dan tidok mempunyai kelauatan hukum
(Butten 6ffeot Stallen)

4¢ Memerintahkan kepadn KontoY Fartanahan Katupaten ~
Ban jnrnegara wntule mombatalkan pendafiaran peralib=

on hak atas tanah poda sortifikat Hak Milik No.601/

Dona Kutabanjoxnogara torsobut j .
o e Nenamium sse
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5; Konginkun Texgugnt wntuk menyerahican Sertifilat —
Hole Mildk Noe 601/Desn Kutabanjarnegare kepads ™
rut Terguant 3 b
6e Hemolak guentan Penggugat wntik selain don selebih
nya §

- DALAY_REKOWPENGY ¢

1o Mengntulkan gugntan Penggugnt Relonpensi wntuk 8g
bagion §

20 Hengimlom Tergugat Relonpensd untulk nembayax 1t —
tangya korm l’cmt Rokonpensd, sejunloh ~—
Rp 3-475-015s" )

3¢ Menolak gugatan Penggugat Relonpensi untuk selain=
dan selobdhnya,

\ \ MwbommummtmmmMpmm ka

Membaoay Rolos pemberdtalmon putusan dlluar bha
dir Noe 07/PateBag/200L/F8.Bin’ oo Noe 38/Pate0/2000/
FNeBin tangzal 14 Juni 2001 yong dituat dan ddtanda -
tangant oleh Jurusita Pengeanti Pangndilan Negerd ==
Banjarnegorny yong ieinya meneraongion bobwa teloh mem
berd talukan kepada Turut Tergugat tentong putusan Fa
ngndilon Negerd Banjamegarn tanggal 30 Mei 2001 No -
38/P3%00/2001 /r.Bin 3

Hmbnoa.' Risalah pernyatoon pexmobonan banding
Nos O7/PateBdg/200L/FNBin joeNos 38/Pdte0/2000/FN.Bin
tonggal 7 Junl 2000 yang aivat don ditondn tongani =
oleh Panitern Pongadilon Nogerd Banjamegarsy yong =
iainyo menerungian balwa Tergugnt mengajukon permo —

' -bonan_ess
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4
hongn bonding ferhodap putusan Pengodilan Negerd Bon=
Joxnegora tonggol 30 Med 2001 Noe 38/PiteG/2001/Fi«Bine
Menbgoo, Rliaoloh pemberdtoluan pernyntaon per
mohonan bending masing=maging Noe 38/Pdte0/2000/PN«Bjn
Joe Boe O7/PdteBdg/2001/FN.Bin tanggnl 12 Juni 2001 —
Yong aituot dan ditanda tangand oleh Juzust to/Turusd ta
Pangganti Pengndilan Negari Banjormegaray yung isinyo~
menerengikan balwa adanya pamolr;mm banding gari Ter =
gugat/Pembonding tersebut teloh aiberitalukon dengan -
geksamn, kopoda Pengsugat/Terbanding don kepada Twxut =
Targugnt/Muaut Terbanding
Moabaoa, Risalsh pemberdtalman memeriksa berins
Pexkcara mosing-masing Nos 38/Fdte0/2000/FN.Bjn tanggal
9 Juli 2001 don tanggal 11 Juld 2001 yong dibuat dan -
- OILA Nuttmda tangont oleh Jurusita/Surusita Penggantd Penca
‘;‘ Py ‘\d{clm Nogari Banjamegnra yang isinya menarangicn boh=
< Ef}{ -yxtuk mempelajard boskns pesicatn @4 Pengadilon Nogori-
\\\‘1 ige;*/ Banjamegara sebelum bextas torsetut dilclrim ke Pengo-
dilan Tingel Semarong §
Menbaoa, Nemord banding dard Tergugat/Pembonding
bertangsal 15 Agustus 2001 yang aitujulon kqpodn Ketun
Pengndilon Tingpi Jova Tengoh ai Semarang melalud Ketua
Pengodilen Negori Banjarnegnra dan ditorima di Kepard =
texcon Pengadilm Negerd Banjnmegnra tangsnl 15 Agus =
tus 2001, don memori banding mana teloh diberd talmican=
dangan seksgma kepoda Turut Tergugnt/Turut Texrbanding =
dan kepadn Pengzugnt/Terbanding pasing-masing dengon xa
lomya tangsal 16 Agustus 2001 4
Moubooa, Kontro memoxd bonding dard Penggugat /
Terbonding bertanggnl 4 September 2001 yong ditujukan
m..u.t

c.
-

-

r
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5
kepoda Ketua Pengadilan Tinggd Jawa Tengoh a1 Semareng
nelalul Ketua Pangndilan Hegerl Benjarmegnra Sangzal 6
September 2000 dan kontra memord banding mana telah dl
bexdtahukon dengon seksams kepadn Tergugnt/Ponbanding
dan kepadn Twxut Tergugnt/Tiwxut Terbonding mosing-ma-
mmmmmwnasepmmm;

TENTANG PERTD(RANGAN HUKUM 3
Menimbang, bohwa permohonan banding durd Terau
gat/Penbonding telah dinjukon anlam tengsang waktu dan
memuut cara-ocara yang ditentukan oleh Undong-Undang
sexta syarot-syarat laimmyn {elah terpemuhi, maka Pex
pohonan banding tersebut dopat diterima j .
Menimbang, behwa setelah membaca don mempelajard

dengan gelsara bexkas pexkarn beserta salinan resml M

bahwa pertimbangan hulam Majelis Haldm Tingeat Pertama
yong dijodikon alagon don kesimpulan untuk menjatubion
Jyutusan dalom pericara tersebut baik dalam Kompensl mal
pm dalam Relonpensi sudah ¢epat don benar memuut bu -
Jom sehingga pertimbangan tersetut dopat diseNui dan
dlombil alih oleh Pengodilon Tingrd sebagal alosan dan
pendopatnyo sendirl dnlam momutus poxicara tersetut di
tingcat banding, kecuald mengenal diotum ke 4 (empat) =
dintlod Pengndilan Tingzh Semorong sebagni melampoud kg
wenongan dan dlotum ke 5 (1ima) aindlai Pengndtlan Ting
&l Semaxang sebagal +tidak perlu karena Sartifilat-

Hak Milik Noe. 60 sudnh dinyntokon tidole nompunynd ka
kuntan hulom 3 )
- H Menimbongs ess
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Meninbang, behwn oleh knrens itu putusan Penga -
dilen Negexd Banjarnegara Noe 38/Pdte/2000/F«Bjn tang
gl 30 Nei 2001 perlu diperballd aehinggn amar putusan=
sobogaimenn dibaweh § ' '
Meninbang, bohwa oleh knrena Tergugat Konpensi /
Penggugat Relonpensi dipihok Yong kalsh dalen perksre -
ini maka Kopadanya dilukum untuk membayar blaya perkara
delom kedua tingkat peradilan | '
Kangingnt kete_n‘bunn dolan pasal=pasal pertndang=
undangon dan peraturan lain ying berbubungan dengan per
kara ini §
NENGADILI, g
== Menerimn perthonan banding dard Tergugat/Pembandinge
m—" Momperbaild putusan Pengadilan Negeri Banjarmegara =
"0 30 Med 2000 Nos 38/Pit+0/2000/FNeBin yong dimobon
banding,  gehinggn amar séion@mwa. bertrmyd

T ,,,,,,,c,‘. *YTALAX ROSEER1

= Monolale eksepsi Tergugat gan Turut Tergugat \mtuk se —

lurvhnys 3 '

"RALAM_FQIRK FEEKARA A

e Mongabhullkan gugatan Penggugat yntuk sebagion § -

20 Menyatokon Alcte Jual boli tanggal 26 Mei 1984 Noe 58 /
V/PPAT/1984 entare Sudatno Kho Kiat Ble dangan Sun —
toyo bin Atu Sadjongl batal demd hulam j '

3¢ Nenyotakan SR4 Fo 6mw§mnamammm&m3w&‘
ngl yong diterbitlkan oleh Kantor Pertanaohon Xabupaten—
Banjamegara tidok mempuryal kelamton hukum §

4+ Menolak gugntan yang selebihnya

JRALAM REXONPENSL

le Mongabulkan gugntan Rekonpensi untuk sebagian j _

29 Monshuloum eeess
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2+ Menghulam Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang=—
' nya poda Penggugat Reloonpensi sebesar Rp 3e475¢315y~
(tign juta empat ratus tujuhpuluh lima rita lima ha
las Tupiah) j | |
3¢ Menolok gugatan Penggugnt Reloonpensi untuk gelebih =
nya §
DALAM KONPENJT DAN REXONPENZX
- Menghulam Tergugat Konpensi/Penggugat Relonpengl ———
wntuk mombayar bdaya pexicara dalam kedua tingknt pe -
radilan dan wuntuk tingkat banding gebesar Rp 1104000,-
(seratus sepuluh ritu Tupish)

Damildanlah d,iputualcan dnlam Musyawarah Ma.jelig
padnha.r‘ SELASA ta.na;al 27 Nopembexr 2001 oleh

e, .

. ReIMAM HARYADI,SHe polaku Ketua Majeliss HeSOEDARDII,SHe

-"‘""'“\ dan B SOELAEMAN S, SHe M Hume galaly Haldm-Haldm Ang =

& .~s._..:....'.'._\ tay putusan mma diucapken dalam eidang yang terbuka-

. , ;,:"\—(ﬂ tuk umm padn hard itu Jugn oloh Katua Majelis terse~
,}) {‘ atre s / aut dlatos dengan dihagiri Haoldm-Holdm Anggota, SARDMIN,SHe
A - .- -..."."....‘ y
“lamn ‘;c,;& Ponitera Pengsontd dan dengan tidok dihadiri oleh pihak =

pihak borperkara

Haldm Anggota, Ketua Majelisy
. tta. tid.
5
He Soodandily dls Re Imgn Harypdd, SHe
tta.
IM Soaloaman Sa SHoM lume

Punitora Pengganti,

Tl
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le Bloys Administrasi eeecencccess Rp 754000,

2¢ Moteral putusan ecsesecccssecos Rp 64000y~

3e Rodoksl put\mnn sesseseseccccee Rp  34000,-

4e¢ Biaya pembarkasan  essessecsccce Rp_ 264000,=
Jumlah Rp 110000y~

(seratus sepuluh ritu rupiah) §

Untuk Salinan Resmi
PANITERA/SEKREPARIS,

ttd

HAJT MR+ SANUSI, SH.
NTP. 040015870,

Untuk Salinan Resmi - °
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PUTUSAN
NOMOR : 2806 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA -
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai
berikut dalam perkara :
SUNTOYO bin ABU SADJANGL beralamat di Wanadadi
Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjamegara ;
Pemohon Kasasi, dahulu TergugatTembanding ;
melawan
SUKIATNO, beralamat di Kelurahan Kutabanjamegara, Kecamatan
Banjamegara, Kabupaten Banjarnegara ; -
Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung terssbut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon f(asasi
sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negen Banjarnegara pada
pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 30 Juni 1983 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat
sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah),
guna membayar pelunasan pinjaman Penggugat epada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Cabang Banjarnegara, pinjaman Penggugat kepada BRI tersebut dengan jaminan tanah
hak milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 601 Desa
Kutabanjarnegara atas nama Sukiaino (Penggugat) ;

Bahwa uang pinjaman tersebut oleh Tergugat langsung dibayarkan kepada
Bank Rakyat Indonesia dan selanjutnya Tergugat yang menerima Sertifikat Hak Milik
Nomor : 601 yang semula dipegang Bank Rakyat Indonesia sebagai jaminan ;

Bahwa setelah Tergugat melunasi pinjaman Penggugat di BRI tersebut pada
tanggal 30 Juni 1983 Tergugat memaksa Penggugat untuk menandatangani surat
pernyataan di atas kertas segel tertanggal 30 Juni 1983, selanjutnya Sertifikat Hak
Milik Nomor : 601 dipegang oleh Tergugat ;

' Bahwa pada tanggal 23 Mei 1984 Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk
menandatangani blangko akta jual beli kosong di rumah bapak Abdul Rochim,
Penggugat menolak menandatangani blangko akta jual beli tersebut, selanjutnya

Penggugat ...............
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Penggugat dibawa oleh Tergugat bersama-sama dengan bapak Abdul Rochim ke Desa
Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara ;

Bahwa kemudian di rumah Tergugat, sekali lagi Tergugat memaksa Penggugat
untuk menandatangani blangko akta jual beli kosong, akhirnya Penggugat terpaksa
menandatangani blangko akta jual beli kosong tersebut ;

Bahwa sctelah blangko ditandatangani, kemudian® Penggugst dibawa
menghadap PPAT Camat Banjarnegara Bapak Soekoyo, BA bersama-sama Tergugat
dan Bapak Abdul Rochim dihadapan Camat Banjarnegara Penggugat menolak untuk
menjual tanah hak milik Penggugst yang dikenal dengan sertifikat Nomor :601 desa
Kutabanjarnegara, beserta bangunan yang ada di atasnya, tanah seluas + 1274 yang
identitasnya selengkapnya tercatat daiam sertifikat Nomor 601 tersebut ;

Bahwa Penggugat menolak untuk menjual tanah hak milik tersebut kemudian®
Penggugat dibawa oleh Tergugat untuk menghadap Kapolsek Banjarnegara, dihadapan
Kapolsek Penggugat dipaksa untuk menulis dan menandatangani surat pemyataan di
atas kertas segel tertanggal 23 Mei 1984 ;

Bahwa berdasarkan surat peinyataan dihadapan Kapolsek tersebut, Camat
Banjamnegara menandatangani akta jual beli yang sebelumnya telah ditandatangani
dengan paksa oleh Penggugat yang kemudian akta tersebut bemomor
No.S8/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984 ;

Bahwa dibuatnya akta jual beli tersebut di atas Penggugat melaporkan kepada
Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara, dengan permohonan agar tidak
dilakukan pendaftaran peralihan hak pada sertifikat No.601 karena jual beli tersebut
cacat dalam kata sepakat yaitu karena adanya paksaan, akan tetapi pendafiaran
peralihan hak tetap dilakukan sehingga sertifikat hak milik No.601 telah tercatat atas
nama SUNTOYO (Tergugat) ; :

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka akta jual beli
No.58/V/PPAT/1984 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPAT Camat Banjarnegara
adalah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum, demikian pula pendaftaran
peralihan hak oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjarnegara dari atas nama Sukiatno
(Penggugat) menjadi atas nama Suntoyo (Tergugat) adalah tidak sah dan harus
dibatalkan ; E

Bahwa sampai gugatan ini diajukan tanah hak milik No.601 beserta bangunan
yang ada di atasnya tetap ditempati dan dikuasai oleh Penggugat, hal ini sebagai bukti
dan indikasi bahwa jual beli tanah dan rumah tersengketa tidsk melalui prosedur
sewajarnya dan cecat hukum ;
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Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan tanah dan rumah tersengketa,

maka perlu diletakkan sita jaminan atas tanah hak milik No. 601 Desa
Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada diatasnya ;

Bahwa berdasarkan hal-ha! tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan

Negeri Banjarnegara berkenan memeriksa dan memutuskan :

1.
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan bahwa akta Nomor : 58/V/PPAT/1984 yang dibuat dan
ditandatangani oleh PPAT Camat Banjarnegara tertanggal 28 Mei 1984 tidak sah
dan batal demi hukum ;

. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak dalam sertifikat Nomor : 601 Desa

Kutabanjarnegara dari atas nama SUKIATNO (Penggugat) menjadi atas nama
SUNTOYO (Tergugat) yang dilakukan oleh Kantor Agraria (Pertanahan)
Kabupaten Banjamnegara adalah tidak sah dan batal demi hukum ;

. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor : 601 Desa

Kutabanjarnegara kepada Tergugat ;

Menghukum turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara) untuk
membatalkan pendaftaran peralihan hak pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 601
tertanggal 6 Juni 1984 ;

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah hak milik
Nomor : 601 Desa Kutabanjarnegara dan bangunan yang ada di atasnya ;
Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet,
banding maupun kasasi ;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, oleh karena dalam
fundamentumpetendi tidak menyebutkan letak, luas, jenis/macam tanahnya dan

batas-batasnya ;

Dalam Rekonpensi :

1.

Bahwa dengan menggunakan dalil jawaban konpensi di atas Penggugat balik
adalah sah dari tanah sertifikat tanah hak milik No.601 dan bangunan rumah yang
ada di atasnya ;
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2. Bahwa sejak terjadinya jual beli tanah dan bangunan rumah di atasnya sertifikat
No.601, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi berhak meminta kepada
Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mengosongken sumsh di ates
tanah bersertifikat No.601, namun Penggugat RekonpensUTergugat Konpensy
memberikan kesempatan kepada isteri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil
yang ditinggal oleh suaminya yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi
karena sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyaratan dalam kasus kalau
tidak salah kasus penipuan atau penggelapan schingga kami Penggugat
Rekonpensi/Tergugat Konpensi membiarkan isteri dan anak-anaknya Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk sementara tetap menempati sampai
Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ;

3. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi dalam kenyataannya setelah keluar dari

Lembaga Pemasyarakatan justru tidak mengosongkan rumah di atas tanah

sengketa, namun justru menceraikan istrinya, dan istri beserta anak-anaknya keluar

dan rumah termaksud dan selanjutnya Tergugat Rekonensi kawin lagi dan tetap
menempati rumah di atas tanah sengketa termaksud sehingga oleh karena itu

Penggugat Rekonpensi mendapat kerugian menikmati pemilihan sebidang tanah

beserta rumah di atasnya yang bersertifikat No.601, (bukti T.5) ;

Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi tersebut butir 3 di atas meminta agar

Tergugat Rekonpensi untuk -

a. Segera menyerahkan sebidang tanah dengan nomor sertifikat 601 serta

' mengosongkan rumah yang berdiri di atasnya dan menyerahkan kepada

Fenggugat Rekonpensi ;

b. Memberikan ganti rugi atas kenikmatan Penggugat Rekonpensi yang
seharusnya sudah menikmati hasil pembelian tanah dan bangunan di atasnya
yang seharusnya sudah diserahkan sepenuhnya Tergugat Rekonpensi selama +
13 (tiga belas) tahun terhitung sejak istri pertama beserta anak-anaknya keluar
dari rumah yang semestinya saat itu harus dikosongkan + tahun 1987 sampai
sekarang + 13 tahun, sehingga Penggugat Rekonpensi rugi bila dinilai dengan
uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka berarti
Tergugat Rekonpensi harus membayar ganti kerugian uang kepada Penggugat
Rekonpensi Rp.70.000,- X 12 bulan X 13 tahun = Rp.10.920.000,- (sepuluh
juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

5. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi sampai kini belum melunasi hutang kepada
Penggugat Rekonpensi sebanyak Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh
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lima ribu lima belas rupiah) yaitu uang yang dibayarkan oleh Penggugat
Rekonpensi ke BRI Banjamegara atas jpermintaan Tergugat Rekonpensi maka
Tergugat Rekonpensi wajib melunasi hutangnya sejumlah Rp.3.475.015,- (tiga juta
empat ratus tujuh puluh lima ribu lima belas rupiah), kepada Penggugat
Rekonpensi ;

~ Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri

Banjamegara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 30 Mei 2001 No.

38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : _

DALAM KONPENSI ; k

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tertanggal 28 Mei 1984
tidak sah dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam Sertifikat Hak
Milik No.601/Desa Kutabanjarnegara, dari atas nama Sukiatno al. Kho Kiat Bie
menjadi atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang dilakukan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum (Buiteneffect Stellen) ; .

4. Memerintahkan kepada Kantor Pemtanshan Kabupaten Banjamegara untuk
membatalkan pendaflaran peralihan hak atas tansh pada Sertifikat Hak Milik
No.601/Desa Kutabanjarnegara tersebut ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.601/Desa
Kutabanjarnegara kepada Turut Tergugat ;

6. Menolak gugatan Pengggat untuk selain dan selebihnya ;

DAL AM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya kepada Penggugat
Rekonpensi sejumlah Rp.3.475.015,- ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : o

- Membebankan biaya yang timbul delam perkara ini kepada Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp.299.500,- (dua ratus sembilan puluh

sembilan

..................

Pembatalan akta..., H R Erwinsyah Sulistiarto, FH Ul, 2008



sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan TergugaUPembanding telah
diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 27 Nopember
2001 No.455/Pdt/2001/PT.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 30 Mei 2001
No.38/Pdt.G/2000/PN.Bjn. yang dimohonkan banding, sehingga amar
selengkapnya berbunyi ; .

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DAL AM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 antara
Sukiatno Kho Kiat Bie dengan Suntoyo bin Abu Sadjangi batal demi hukum ;

3. Menyatakan SHM No.601 atas nama Suntoyo bin Abu Sadjangi yang diterbitkan
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara tidak mempunyai kekuatan
hukum ;

4, Menolak gugatan yang selebihnya ;

DAL AM REKONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;

2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutangnya pada Penggugat
Rekonpensi sebesar Rp.3.475.015,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu
lima belas rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;

-  Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar
Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 April 2002 kemudian terhadapnya oleh
Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 April 2002
sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.04/Pdt.Kas/2002/PN.Bjn., yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarnegara, permohonan mana kemudian

disertai ...............
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disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27

April 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 02 Mei 2002
telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan
jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Banjarmegara pada tanggal 11 Mei 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; )

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : ~
1. Bahwa Pengadilan Negeii maupun Pengadilan Tinggi telah membatalkan Akta
Jual beli yang dibuat oleh PPAT, di mana di dalam gugatan konpensi Camat
Banjamnegara selaku PPAT tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara adalah
melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena dengan demikian gugatan
Penggugat adalah cacat hukum dalam subyek perkara ;

Bahwa ketentuan hukum mengenai jual beli tanah harus dilakukan di depan PPAT

dan jelas hal ini telah dilakukan oleh Tergugat konpensi dan Penggugat Konpensi

di mana para pihak telah datang menghadap PPAT yang waktu itu Camat

Banjamegara dan selanjutnya oleh PPAT dibuatkan Akta Jual Beli

No.58/V/PPAT/1984 dan jelas dengan kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan

pihak pembeli datang sendiri menghadap PPAT, jual beli tersebut jelas secara suka

rela dan tanpa adanya paksaan dan ini membuktikan bahwa jual beli tanah dan
rumah antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi yang tertuang dalam
akta jual beli tanggal 28 Mei 1984 No.58/V/PPAT/1984 adalah sah ;

- Bahwa harga yang ditawarkan dan telah diakui oleh Penggugat sebesar
Rp.7.000.000,- sesuai bukti surat pernyataan yang ditulis sendiri dengan tangan
oleh Penggugat tanggal 23 Mei 1984 di depan Camat Banjarnegara adalah sesuai
dengan harga umum tahun 1983 di mana harga umum tanah di daerah
Banjarnegara yang terletak dipinggir jalan ;

4. Bahwa jelas jual beli tanah yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi

ketentuan tentang jual beli, yaitu terang, harga umum, tidak dipaksa, dan dilakukan
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di depan PPAT. Terang karena pihak penjual dan pembeli telah ada kesepakatan
dan penjual telah mengakui harga umum harga yang telah disepakati sebesar
Rp.7.000.000,- adalah harga umum tansh di Banjarmegars tahun 1983, tidak
paksaan, jelas jual beli tersebut tidak ada unsur paksaan, karena baik penjual
maupun pembelinya dibuatkan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984, dilakukan di
depan PPAT jelas karena pihak penjual maupun pembeli telah menghadap yaitu
Camat Banjarnegara ; \

5. Bahwa Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi kelihatan berat sebelah :
untuk sahnya alat bukti yang berupa surat di samping bermeterai cukup harus pula
ditunjukkan aslinya, tetapi dalam perkara ini Penggugat sama sekali tidak
menunjukkan bukti asli, hanya mengajukﬁn bukti fotocopy saja ;

6. Bahwa sertifikat adalah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah di mana

sertifikat hak milik No.601 atas nama Pemohon Kasasi diperoleh melalui prosedur

menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu jual beli dilakukan di depan PPAT
dengan Akta Jual Beli No.58/V/PPAT/1984 tanggal 28 Mei 1984 adalah sah dan
jelas berkekuatan hukum, dan PBBnyapun sejak tanah berbunyi atas nama

Pemohon Kasasi yang selalu membayar ;

Bahwa dengan dibatalkannya jual beli tanah yang telah dilakukan oleh Penggugat

dengan Tergugat di depat PPAT, berarti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan

Tinggi seharusnya menegakkan peraturan/hukum, tapi malahan melanggar aturan,

dengan demikian sebagai pengayom masyarakat sehingga akibatnya masyarakat

akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri apapun Caranya tanpa
melalui Pengadilan yang temyata melindungi pihak yang salah ;

Bahwa harga tanah tahun 2000 telah menanjak maka Penggugat merekayasa

dengan dalih yang dibuat buat dan dengan berbagai cara, secara nalar mana ada

pribadi yang lugu dan beragama memperdaya cina yang berpengalaman? Dan
ternyata karena kelicikannya berhasil mengecoh Majelis Hakim ;

Bahwa untuk lebih jelasnya duduk permasalahan yang sebenarnya adalah

sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan
Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian
yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

dipertimbangkan ..........
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dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam
tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum. adanya
pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat
yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu
dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang
atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30
Undang-Undang No.14 tahun 1985 scbagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas. lagi pula
dari sebab tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diaj‘ukan oleh
Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak ; '

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon
Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini .

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang
No.14 Tahun 1985 scbagaimana telah diniliah dengan Undang-Undang No.§ Tahun
2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADTILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUNTOYO bin ABU
SADJANGI, tersebut .

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) |

Demikianlah diputuskan dala'm rapat permusyawaratan Mahkamgh Agung °
pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2006 oleh H. PARMAN SOEPARMAN,
SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA,
SH.MS. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh PROF. DR. H.
MUCHSIN, SH. dan PROF. REHNGENA PURBA, SH.MS. Hakim-Hakim

Anggota, SUTEDJO BOMANTORO, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim A : :
akim ngg/o\la./ o Ketua
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i Panitera Penggant] -

Biaya-biaya perkara :

Il Meterai

.................. Rp. Eo00-
2Redaksl ... Rp. 1.000.-
3. Administrasi kasasi .................. Rp 493 009 -

Jumlah ... Rp.500.000 -
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